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BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PZMILU

DALAM UU NO. I TAHUN 1985

A. Di Tinjau Dari Sistem Pemilihannya

Tndonesia menganut multi partai, artinya bagi Rak--
yat yang akan menyalurkan aspirasi politiknya disediakan
beberapa Orpol (partai). Dengan tersedianya lebih o dari
satu partai ini berarti rekyat diberi alternatif untuk
menyalurkan aspirasinya. Dengan kata lain rakyat tidak di
paksa menyalurkan aspirasinya pada satu partai, melainkan
diberi kesempatan memilih karena jumlah partai lebih da-
ri ‘satu. Dengan demikian, maka dengan sendirinya rakyat
berkesempatzn untuk memilih partzi tempat penyaluran as-

pirasinya yang dipandangnya paling baik.

Dan dengan partai-partai itulah hak-hak politik
rakyat lebih terwujud karena dengan adanya lebih . dari
satu partai tempat penyaluran pendapat dan aspirasinya.
Suara masyarakat lebih sehat dibandingkan dengan ada satu
partai (partai tunggel) sebagaimana diatur dalam pasal 5
(a) UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Go-

longan Karya.
Adanya sistem dan lembaga yang berkenaan dengan ke
partaian dalam nash syari'at tidak dijumpai, karena Islam

tidak menitikberatkan pada prinsip dasarnya. = .Artinye,
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bagaimanapun teknis pelaksanaan dan bentuk kelembagaannya
buken perhatian utama bagi Islam, Tetapi yang lebih  pen=-
ting adalah bagaimana prinsip itu &apat terwujud . ‘dalam
praktek pemilihan wakil rakyat yang dalam prakteknya ter-
kandung nilai-nilai kejujuran, readilen, persamaan, kebe-
basan dan keamanan. Dengan demikian, apabila dalam sistem
yang dianut di Indonesia itu bertujuan untuk menjamin ter-
ciptanya penyaluran aspirasi rakyat secara sehat tanpa di
cemari oleh unsur keterpaksaan yang dalam hal ini hanya
dapat tercipta jika tersedianya lebih dari satu partal,ma-
ka pada dasarnya dibenarkan dan sesuai dengan yang dikehen=

daki syari'at Islam.

Artinya penyelenggaraan pemerintahan .di. Tndonesgia
yang di landasi oleh nilai-nilai sila pertama ( Ketuhanan
Yang Maha Esa) Pancasila maka dalam mengemukakan aspirasi-
nya harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan.
Karena. itu aspirasi rakyat baik yang dinyatakan - . dalam
lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat maupun yang tertuang da=-
lam tujuan partai yang bertentangan dengan nilai - nilai
Ketuhanan, maka tidak dapat diterima,kerena kebebasan yang
dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia
tidek semata-mata harus sesuai dengan kehendak rakyat me-
lainkan juga kebebasan yang harus dapat dipertanggung Ja-
wabkan kepada Tuhan.

Keadaan ini menunjukan bshwa kedaulatan rakyat yang

dianut dalam sistem pemerintehan Indonesia harus di Jiwail
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oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, oleh ka-
rema sila-sila Pangasila merupakan satu kesatuan yang sa-
ling terkait maka penjabarannya dalam penyelenggaraidn pe-
merintah harus terwujud secara utuh, karenanya dengan mem-
berikan tempat atau toleransi kepada aspirasi yang berten-
tangan dengan nilai-nilai ketuhanan berarti tekah ' mengu-
rangi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah di dalam
negara Pancasila ini. Hal ini mengandung arti mengurangi

prinsip kebebasan itu sendiri.

Sistem pemilihan yang dipakai di Indonesia adalah,
sistem pemilihan yang proporsional (Perwakilen Berimbang),
karena sistem perwakilan berimbang merupakan sistem yang
Demokratis dan representatif dalem arti bahwa pada = sistem
ini tidak ada suara yang terabaiken eatau terbuang sebab
setiap partai mendapatkan kursi sejumlah suara yang diper=
olehnya dalam Pemilihan Umum.

Pokok pikiran daripada sistem ini yaitu untuk mem-
berikan kesempatan kepada partai/organisasi atau golongan
kecil memperoleh kursi dalam DPR serta menutup kemungkinan
bagi partai yang besar untuk merebut semua kursi dalam DPR

(Kansil, 1986 : 14).

Dengan terjaminnya pesluang yang lebih besar kemak-
muran rakyat inilah maka sistem pemilihan yang proporsio-
nal itulah maka dapat disimpulkan hahwa .sistem ini dapat-

dibenarkan oleh Islam, karena meskipun Islam tidak

menentukan model baku tentang sistem pemilihan yang men-
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cerminkan prinsip keikutsertaan masyarakat sebagal penja-
baran dari prinsip musyawarah, tapi syari'at telah . mene-
tapkan prinsip dasarnya bahwa keleluasaan yang .diberikan
kepada umat ini adalah tidak boleh keluar dati -. semangat
atau jiwa syari'at itu sendiri, yaitu menciptakan kemasla-

hatan umet.

Sistem pencalonan yang berlaku di Indonesia adalah
stelsel daftar. Dengan stelsel daftar pemilih akan lebih
mudah menentukan daftar pilihannya dibandingkan dengan
stelsel orang yang diharuskan memilih siapa yang diingin=-
kan untuk duduk sebagai wakil. Di sampaing itu rakyat pe-
milih yang masih sederhana tingkat berfikirnya lebih su-
1it menentukan pemilihannya secara pasti siapa yang diper-
caya dududk dalam lembage Perwakilen Rakyat. . Karenanya
stelsel daftar akan membantu rakyat pemilih yang masih se-
derhana dalam tingkat berfikirnye sebagaimana. . mayoritas
rakyat Indonesia, saat ini untuk menentukan secara kolek-.
tif siapa yang dipercayainya duduk dalam lembaga  perwa-

kilan Rakyat.

Pertimbangan untuk mempermudah rakyat dalam menen-
tukan pilihannya ini dapat dibenarkan Islam, yang pada
dasarnya juga menghendaki kemudahan bagi umat.

Dengan ketentuan bahwa pertimbangan tersebut tidak dicam-
puri oleh maksud-maksud tertentu yang dapat menipu,membo--
dohi dan merugikan masyarakat umum yang memang : . rendah

tingkat berfikirnya itu. Dan yang lebih prinsip lagi ada-
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1ah bahwa pencalonan seseorang yang diajukan oleh partai,
bukan pencalonan yang diajukan oleh yang bersangkutan yang
mengandung arti permintaanlakan suatu jabatan tertentu.

Pencalonan yang terakhir inilah yang dilarang dalam Islam,
sebagaimena yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah

Nabi saw bersabda kepadanya :
oV DRI PER T T e B
L‘—fl‘w’\;d\“‘*%yub%\ b\j._\-xu\ A

% \A_.J‘ab.r

"Hai, 'Abdurrahman ! Janganlah engkau meminta-minta
hendak jadi pembesar negara. Karena jika engkau Jja-
di pembesar karena permintaan, tanggung .. ‘. Jjawabmu
akan besar sekali. Dan jika engkau akan ditolong di
angkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang
dalam tugasmu "

(Muslim, jilid Iv,1989 : 12)
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B. Di Tinjau Dari Sistem Pengangkatan Kepala Negara.

Kepala Negara dan Wakilnya di Indonesia diangkat
oleh MPR. Adapun, sistem pengahgkatannya melalui musyawa-
rah dan demokrasi Pancasila yaitu dengan diadakan suatu
Pemilihan Umum. Dengan adanya Pemilihan Umum harus ada
pencalonan dari wakil rakyat dan yang akan menjadi pemim-
pin. Di dalam pencalonan itupun harus memenuhi syarat
untuk menjadi Kepela Negara, di antaranya syarat itu ada-
lah : Warga Indonesia asli, beragama, bisa membaca, menu-

lis dan berbahasa Indonesia dan lain-lain.

Sistem pengangkatan Kepala Negara ini diadakan de=-
ngan melalui Pemilihan Umum. Karena Pemilihan Umum merupa
kan suatu sarana untuk memilih wajjil-wakil rakyat yang
akan duduk di dalam lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan de-
mikian maka wakil-wakil rakyat yang akan memilih Kepala -
Negara beserta Wakilnya, Oleh karena itu secara tidak
langsung rakyat juga ikut memberikan aspirasinya melalui
Pemilihan Umum vang dilaksanakan dengan akal sehatl dan
sesuai dengan hati nurani yang luhur, artinya tidak deng-

an nafsu untuk menekankan kehendak pribadi.

Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara dalam hal ini
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara
yang terbanyak (UUD 1945 pasal 6 ayat 2). Dengan demikian
berarti sistem pengangkatannya Kepala Negara: dan wakil

Kepala Negara itu melalui pengambilan suara terbanyak.
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Cara pengambilan keputusan di Indonesia ternyata di
dasarkan kepada "Musyawarah yang dipimpin oleh hikmat ke=-
bijaksanaan", Salah satu sila di dalam Pancasila éebagaima
na dimuat didalam Pembukaan UUD 1945 disebut : "Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawa =
ratan / perwakilan".

Dalam pelaksanaa mengenai hal ini, khususnya . cara
pengambilan keputusan oleh badan-badan perwakilan,ternyata

mengalami perkembangan.

Mengenai cara pengambilan keputusan oleh badan- ba-
dan perwakilan, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur Mee
jelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Dewan Perwakilan
Rakyat sama sekali tiada ditentukan tentang cara pengambil-
an keputusannya.,

Pasal 2 ayat 3 menentukan :

nSegala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 'di
tetapkan dengan suara terbanyak"

(Joeniarto, 1990 :61)

Adanya Sistem dan lembaga yang berkenaan deﬁgan pe-
ngangkatan dalem nash (syari'at)tidak dijumpai, karena Is-
lam tidak menitikberatkan pada prinsip .dasarnya.~kan teta-
pi yang lebih penting, bagaimanakzh teknik pelaksanaanya =
dan bentuk kelembagaanya bukan perhatian pertama’bagi Is-
lem dan bukan masalah dalam Islam, yang penting tidak ke-
luar dari ajaran syari'at Islam. Itulah pegangan yang meng

jadi prinsip delam Islam.
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Sistem pengangketen Kepala Negara di Indonesia de-
ngan pengangkatan pada masa Khulafeur Rosyidin ada sedikit
perbedaan yaitu mengenai sistemnya. Sistem yang dipakai pa
da masa Khulafaur Rosyidin untuk memilih Khalifah berdasar
kan musyawarah, dan sistem pengangkatannya berbeda - béday
ada yang secara tiba-tiba mengadakan pertemuan yang tidak
direncanakan terlebih dahulu. Dan karena terdorong .keadaan
Misalnya ; Kepala Negaranya wafat, maka dengan tiba - tiba
mengadakan pertemuan dan dengan kesepakatan yaitu musya-
warah, dalam musyawarah itu diambil suara yang terbanyak
kemudian memilih atau mengangkat. Khalifah secara langsung
paling lama 3 (tiga) hari dalam mengadakan pe rundingan(mu-

syawarah) .

Dalam hal mengangkat kepala Negara, Indonesia Jjuga
menggunakan prinsip musyawarah, dan mengambdil suara yang.,
terbanyzk. Seperti yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat
yang akan memilih / mengengkat Kepala Negara tetapli dengan
melalui sidang-sidang terlebih dahulu, juga melaluil proses
yang lama. Oleh kerena itu, bahwa keduanya sama-samé meng-

gunakan prinsip musyawarah.

Dalam Al-Qur'an meupun Hadits Nabi tidak  terdapat
petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pamimpin  umat
sepeninggal beliau Nabi.saw, selain petunjuk yang sifatnya
umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-
masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musya-
warah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana  mu-

syawarah diselenggaraken (Sjadzali, 1990 : 21).
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Déngan demikian, sistem pengangkatan Kepala Negara
di Indonesia itu dibenarkan oleh Islam, karena pada dasar-
nya sesual dengan ajaran Islam yaitu berprinsip musyawarah
untuk mencapai mufakat. adapun di dalam mengangkat Kepala
Negara terjadi upacara pembai'atan vaitu pembai'atan Kepa-
da Kepala Negara yang diangkal yang dilakukan oleh yang
mengangkat Kepala Negara.

Kepala Hegara adalah merupakan simbol dari kekuasa-
an dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Jjalan-
nya kehidupan, oleh karena itu betapa pentingnya mengang =
kat pemimpin (Kepala Negara) yang akan dapat membawa kese-
jahteraan dunia dan ukrawi yang lebih baik lagi.

Pengangkatan pemimpin dalam Islam bukan hanya dalam
masyarakat dengan jumlah penduduk yang banyak akan tetapi
meskipun dalam jumlah yang sangat sedikitpun Rosulullah - -

saw. memerintahkan untuk memilih pemimpin sebagal sabdanya

‘ s L . i _"“: M . ' n'
FEONUINE N PR B S o Cad
nApabila ada tiga orang dalam perjalanan maka hen -

daklah mereka mengangkat salah seorang diantara ka=
mu sekalian menjadi pemimpin (aAbu Dawud,tt,Iii,36)

Dalam ayat tepsebut jelas bahwa didalam suatu orga-
nisasi dituntut untuk mangangkat seorang pemimpin,guna me=
ngatur galennya pemerintahan, karena tugas pemimpin (Kepa-
1a Negara) adalah : bertanggung jawab atas jalannya peme =

rintahan,





